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Menimbang:

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern
terhadap Perangkat Daerah yang dilakukan melalui audit
kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1} huruf
a Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya
terhadap program dan kegiatan yang memiuliki tingkat nsiko
tinggi atau sanpat tinggi, perlu adanya pedoman ieknis;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Resiko
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

A.

b.

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 41965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat TT Indragin Hilir Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom “Kebupaten Daiam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
2754);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 _~ tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik



ul

10.

LI.

12.

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856};
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instanst Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890),

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasamr Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);
Peraiuran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragin Hilir Tahun 2021 Nomor 1);



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
l.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

3.

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.
Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

5.
6.

Inspektur Pembantu adalah I[nspektur Pembantu pada I[nspektorat
Daerah.
Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga
pemerinitah non kementerian, inspektorat Daerah Provinsi, dan
Inspektorat Daerah Kabupaten.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang
sclanjutnya disingkat PPUPD adaiah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, langgungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
vang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan atas
penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Auditor adaiah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jJawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada
instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya
terdapat kepentingan negara/kepentingan Pemerintah Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai
Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh
pejabat yang berwenang.
Pemeriksaan/Audtt adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan
profesiona] berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi
peiaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
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13.

14.

15.

16.

\7.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

20.

Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara/daecrah
seria pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang terdiri atas
aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
Audit Kinerja Berbasis Risiko adalah audit yang dilakukan untuk
meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan risiko atas
program strategis/prioritas pimpinan daerah dengan sasaran menilai
ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, menilai aspek 3E (Ekonomis,
Efisiensi dan Efektivitas), menilai keberhastian pencapaian program
Strategis, memberikan saran perbaikan pengelolaan risiko dan
penpgendalian intern.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan
kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berist program dan kegiatan Perangkat Daerah vang
bensi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan
yang selanjutnya disingkat RKASKPD Perubahan adatah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kepiatan Perangkat Daerah
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

a

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT
adalah rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan yang meliputi jenis
kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, dan jadual pengawasan.
Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia
(SDM), peralatan, dan maternal yang digunakan untuk menghasilkan
output.
Output adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang
diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input
untuk menghasilkan output.
Outcome adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.
Efektif adalah pencapaian hasi] program dengan target yang telah
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran (output) dengan
hasil (cutcome}.
Efsien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan
terlentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapa: keluaran
tertentu.
Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas
tertentu pada tingkat harga yang terendah.



26. Key Performance Indicator (KPI) adalah kumpulan kejadian atau tindakan
yang memainkan peran penting pada keberhasilan organisas: dimasa
sekarang dan mendatang.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis
bagi APIP pada Inspektorat Daerah daiam melaksanakan Audit Kinerja agar
memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi sesual dengan
standar audit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah untuk menilai
pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang bersumber dari
APBD schingga dapat memberikan rekomendasi bagi pencapaian kinerja
program dan kegiatan Perangkat Daerah yang efisien, efektif dan ekonomis
secara berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dan penguatan tata
kelola Perangkat Daerah.

BAB II
SASARAN AUDIT KINERJA

Pasal 4

(1} Sasaran Audit Kinerja adalah menilai aspek efisiensi, aspek efektifitas
dan aspek ekonomis program dan kegiatan pada setiap Perangkat
Daerah yang tercantum dalam APBD.

{2) Guna mengefekifkan pelaksanaan Audit Kinerja dalam suatu penugasan
audit, maka sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi
hanya pada program dan kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi
alau sangat tinggi fextreem}.

BAB III
KEGIATAN AUDIT KINERJA

Pasal 5

(1) Kegiatan Audit Kinerja dituangkan dalarm PKPT dan didanai APBD.
(2) PRKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan atas

prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi
dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

(3) PRKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.



BAB IV
PELAKSANAAN AUDIT KINERJA

Pasal 6

Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko Pemerintah
Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragin
Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 24 Agustus 2023
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 24 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 10
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PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

A. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sematin strategis
dan bergerak mengikuti kebutuhan pemangku kepentingan dan tantangan
zaman, APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu memberkan
nial tambah {value added) pada perbaikan tata kelola fgovernance},
Tianajemen msiko, penguatan pengendalan, dan optimalisasi kinerja
pemenntah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut APIP harus memiliki strategi
pengawasan yang efekuf dalam melakukan perbaikan berkelanjutan di
wilavah kerlanya masing-masing, terutama dalam hal peningkatan kinena
pemenntah. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pemenntah
tersebut diakukan melalui Audit Kinerja Berbasis Risiko.

Pelaksanaan audit kinerja berbasis msiko oleh APIP tersebut dalam
rangka, mengukur capaian kinerja, memberikan saran perbaikan kinena dan
saran pengelolaan nsiko bagi organisas! yang merupakan bagian dari peran
dan layanan kapabilitas APIP level 3.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, APIP pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Indragin Hilir dituntut meningkatkan kapabilitasnva
dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui hasil-hasil
pengawasan. Melalui Audit Kinega Berbasis Risiko, APIP diharapkan mampu
menijal apakah suatu fungsi/program/ kegiatan telah dilaksanakan secara
efisien, efekuf dan hemat vang pada akhimya mampu memben kontribusi
bagi peningkatan aspek kinerja meliputi aspek efektif, efisien, ekonomis (3E)
di organisasi perangkat daerah.

RUANG LINGKUP
Panduan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan audit kinerja mulai

dari tahap perencanaan sampal dengan tahap kemunikasi hasil audit.
Panduan ini bersifat umum dan agar APIP menyesuaikkan dengan bisnis
proses dari program prioritas/kegiatan yang menjadi perhatian pimpinan
daerah dan telah memiliki indikator kinerja sehingga APIP dapat
melaksanakan penugasan audit kinera.

TAHAPAN AUDIT KINERJA
a) Tahapan Proses audit kineqa

1. Tahap Perencanaan

3.

Tahapan perencanaan audit lonerja berbasis msiko terdin dan
Persiapan penugasan, penetapan tujuan dan fruang lingkup.
pemahaman proses bisnis auditi, identifikasi dan peniaian nsika
utama serta pengendalian utama. Hasil dari tahapan perencanaan
adalah kesepakalan penetapan indikator kinena, model audit kinerja.
penetapan TAO dan Program Kena Audit (PKA) rencana pengujian
bukti vang akan dilakukan pada saat tahapan pelaksanaan audit
kinerja.

2. Tahap Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan audit kinernja, APIP melakukan pengukuran,
penilaian dan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh vang terkait



dengan aspek ketaatan, aspek 3E, serta capaian kinerja berdasarkan
wndikator kinerja dengan model yang telah disepakati pada tahap
perencanaan. Hasil kinerja tersebut kemudian diidentifikas: dan
dianalsis capaiannya atas area Indikator Kinerja Kegiatan {IKK) yang
capaian kinerjanya tidak optimal atau indikator capaian kinerjanya
masih dt bawah batas predikat “berhasil” dari target vang telah
ditetapkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah
tersebut akan dyadikan area of improvement yang periu diidenufikasi
penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan kinena, pengelolaan
nsiko dan pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan
pengendalian utama yang ada pada auditi.
Selanjutnya. APIP menyusun temuan atas hasil pengujian masing
masing. indikator Kinena Kegiatan {IKK} berdasarkan bukti-bukti
yang ada atas program pricritas tersebut. Hasil pengujian tersebut
juga akan digunakan APIP daiam membuai kesimpulan atas kinerja
program pnoritas berdasarkan kriteria indikator kinerja vang telah
disepakat di tahap perencanaan.

Tahap Komunikasi Hasil Audit3.

Setelah selesai melaksenakan penugasan lapangan, penvusunan
simpulan, temuan dan usulan rekomendasi, APIP perdu
mengkomunikasikan hasil audit kinerja kepada Pimpinan/Manajemen
Auditi. Sebelum melaksanakan pembahasan akhir dengan audit,
APIP sebaiknya melakukan pembahasan intern. Pembahasan intern
perlu dihadiri seluruh tam audit, pembahasan intern bernanfaal
untuk memastikan kembali bahwa isi dari notisi hasil audit (simpulan
sementara] telah didukung dengan bukti yang reievan, kompeten dan
cukup.
Selanjutnya, untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil
pengkomuntkasian hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan
akhir secara formal dengan auditi. Pembahasan akhir hendaknya
dilakukan dengan efekuf dan menghasilkan kesepakatan.
Pembahasan akhir hendaknya dihadiri oleh pihak yang mempunvyai
jabatan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dari
pihak APIP maupun auditi.
Pengkomunikasian hasil audit APIP yang di dalamnva_ terdapat
rekomendasi dan saran sangat penting bagi auditi untuk memperbaiki
kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran yang telah
diberikan APIP. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat
mengurang]) dampak masalah, meningkatkan proyeksi caparan
kinena, memperbaiki kelemahan pengelolaan risiko dan pengendalhan
yang aca serta dapat mengurangi tingkat risiko organisasi sehingga
outcome dari audit kinenja dapat tercapai.

a

b) Metodologi/Pendekatan dalam pelaksanaan audit kinerja.
1. Pendekatan Integrated Performance Management System (IPMS) vaitu

sebuah pendekatan/metode pengukuran kinena dengan menetapkan
tujuan, proses mencapai tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan, dan indikator keberhasilan. Pendekatan ini lebih tepat
untuk mengukur kinerja suatu program jangka pendek dan penadik
seperti infrastruktur atau program dengan durasi waktu tertentu baik
satu tahunan maupun Iona tahunan.

Metodolog: IPMS penerapannya tergantung dari kompleksitas program
proritas yang terpiih menjadi area pengawasan audit kinerja seperti,
antara lain seberapa banyak OPD yang terlibat, seberapa banyak
indikator kinerja program dan indikator kinera kegiatan yang
mendukung kunci keberhasilan program tersebut. Semakin banvak
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OPD dan indikator kinerja dalam program tersebut, maka metodolog
IPMS yang dibangun akan semakin kompicks.

2. Pendekatan Balance scorecard yaitu sebuah pengukuran kinerja
dengan menggunakan empat persepektif yaitu keuangan,
stakeholders, bisms proses, dan learning process and growth.
Pendekatan tersebut dapat dimodifikasi sesuai degan proses bisnis
vang ada di sektor publk. Pendekatan ini dapat digunakan untuk
program rutin/berkelanjutan secara terus menerus yang berorientasi
kepada keuangan, stakeholders, bisnis proses, dan fearing process
and growth.

3. Pendekatan Logic yaitu suatu metode pengukuran yang menguraikan
hubungan sebab akibat antara berbagai komponen program dengan
dengan komponen indikator kinena seperti input. cuftput, dan
outcome, Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi
Ppencapaian suatu program /kegiatan.n,

PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA4.
Audit kinerja hendaknya dilaksanakan atas auditi yang telah memiuliki

indikator kinernja sebagai ukuran kinerjanya. APIP dapat menila: kelayakan
indikator kinerja

Aucditi dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, tujuan
Strategis organisasl, best practice serta pertimbangan profesional APIF.
Adapun syarat indikator kinerja yang baik yaitu dapat diukur, relevan, dan
mudah dimengerti serta dapat memberikan informasi yang tepat tentang
Ccapaian kinerja.

Indikator kinerja hendaknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi
area-area krius dari proses bisnis auditi sebagai dasar pengembangan Cnitice!
Success Factor (CSF), dan penilaian risk register strategis auditi. Pada
dasamva perumusan indtkator kinerja merupakan tanggung jawab pihak
manajemen audit.

Penetapan tndikator kinena dan skala pengukuran kinerja hendaknva
melahy kesepakatan bersama antara APIP dan audit: dengan memperhatikan
risiko sirategis, proses bisnis auditi dan tujuan dari program strategis.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualtauf yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan/propram dan sasaran

yang telah ditetapkan.
Indikator kanerya tersebut terdin atas input, output, outcome, manfaat dan

dampak.
Untuk gradasi/skala pengukuran kinerja sebaiknya juga disepakati

dengan auditt, berikut adalah contoh skala pengukuran kinerja yang biasa
digunakan:

Skor Kategori _|
85 = skor s 100 Berhasil
70 < skor < 85 Cukup Berhasil
a0 s skor < 70 Kurang Berhasi ;
Os skor < 50 Tidak Berhasil

KONSEP EKONOMIS, EFISIEN DAN EFEKTIF
a. Pengertian Ekonomis

Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan
dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang
tepat. Ekonomuis berarti meminimalkan biaya perelehan input vang akan
dipunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas dan standar



yang diterapkan. Audit atas aspek ekonomis meliputi :

- Apakah barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas,
fungsi, dan kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah
dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama yang terdapat
dalam standar harga/ e-catalog dan harga asosiasi; dan

- Apakah barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih
bagus dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga
yang sama yang terdapat dalam standar harga/e-cafalog dan harga
asosiasi.

Pengertian Efisiensib.

Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu
entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal
dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasikan output tertentu
dengan memanfaatkan input minimal. Audit atas aspek efisiensi meliputi:
- Apakah input yang tersedia untuk menghasilkan barang/jasa telah

dipakai secara optimal;
- Apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input;
- Apakah output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas

dapatdiperoleh dari input yang digunakan.
Pengertian EfektivitasCc

Efektivitas merapakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan
hubungan antara output yang dihasikan dengan tujuan yang dicapai
{outcomes}. Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan
yangditetapkan. Audit atas aspek efektivitas meliputi :

- Apakah output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana
diharapkan;

- Apakah output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan vang
ditetapkan;

- Apakah outcome yang dinyatakan berasal dari output yang dihasilkan
dan bukan dar: pengaruh lingkungan Iuar.

Untuk yang lebih luas lagi, efektivitas dapat juga dilihat dan cutcomes
berupa dampak, akan tetapi pengukuran efektivitas sampai pada dampak
memerlukanruang lingkup pengukuran kinerja yang lebih luas dan besar,
schingga untuk sampai saat inl pengukuran efektivitas hanya berupa
manfaat output dar tujuan/sasaran yang ingin dicapai.



B. GAMBARAN UMUM AUDIT KINERJA

PENGERTIAN AUDIT KINERJA
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (2),
Audit Kinerja adatah audit atas pengelolaan keuangan negara dan
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdin atas audit
aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada
peraluran.

TUJUAN AUDIT KINERJA
Tujuan audit kinerja adalah melaksanakan pengukuran, peniiaian dan
Pelaporan atas aspek ketaatan serta aspek 3E atas capaian kinena program
pnoritas, dan membenkan nilai tambah pada perbaikan iata_ kelola,
pengelolaan nsiko dan pengendalian pada auditi sehingga outcome audit
kinena dapat tercapai.

MANFAAT AUDIT KINERJA3.
Hasil audit kinerja menyediakan informasi kepada pihak entitas dan
stakeholder tentang kualitas pengelolaan sumber daya dan juga membantu
pimpinan daerah dengan mengidentifikasi dan mengusulkan perbaikan
program/kegiatan sehingga akan diperoleh akuntabilitas yang lebih baik.
kKeekonomisan, efisiensi sumber daya dan peningkatan efektiitas dalam
mencapal tujuan serta Kketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

STANDAR AUDIT KINERJA4.
Audit Kinenja dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemernntah
indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia.

PERSYARATAN DASAR AUDITOR5.
Dalam melaksanakan tugasnya, auditor wajib mengikuti standar audit yang
telah diterapkan. Dalam pelaksanaan suatu audit kinerga, APIP dapat
menggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal, APIP perlu
memperumbangkan kualifikasi tenaga ahli tersebut seperti yang telah diatur
pada SAIPI, Standar Umum poi 10 sampai dengan 16.

METODOLOGI AUDIT KINERJA6.

Metodologi Audit Kinerja dilakukan dengan cara menilai secara bertahap
langkan demi langkah setiap tahapan dan selanjutnya menilai secara
keseluruhan dengan kritena audit dan masing-masing komponen yang telah
ditetapkan atas suatu program dan kegiatan dalam organisasi perangkat
daerah melalui teknik -

a. pengumpulan data dan penelaahan terhadap dokumen;:
b. analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pusat

dan Daerah;
¢. pengujian dokumen penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan

penggunaan dana;
d. observasi/pengecekan fisik pelaksanaan program dan kegiatan,
e. wawancara dengan pelaksana dan pejabat terkait.

Metodologi Audit Kinerja dilaksanakan daiam tahapan sebagai bernkut -

a. Perencanaan
1} Pernahaman obvek audit dan identifikasi masaliah:
2| Pemahaman sistem pengendalian intern;
3} Penentuan tujuan dan lingkup audit;
4; Penentuan kriteria audit;
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5) Identifikasi dan penilaian nsike utama seria desain pengendalian
utama

6) Pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur audit;
7) Penyusunan program audit kinerja.

b. Pelaksanaan
1} Perolehan dan Pengujian data;
2) Pengujian Risiko Utama;
3) Pengujian Efektfitas pengendalian Utama;
4) Penyvusunan dan penyampaian konsep Temuan Audit,
5) Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep Temuan Audit;
6) Pendokumentasian Audit Kinena.

c. kKomunikast Hasil Audit
1) Penyusunan konsep laporan hasil audit; dan
2) Penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA}.

PENUGASAN7,

Penugasan Tim Audit Kinerja ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas
Inspektur Daerah atas nama Bupati Indragiri Hilir. dengan susunan tim
terdirt :

a. Penanggungjawab/Pengendali Mutu) : Inspektur Daerah
b. Pengendah Teknis : Inspektur Pembantu / PPUPD /

Auditor
¢. Ketua Tim : PPUPD/ Auditor
d. Anggota Tim : Unsur PPUPD/Auditor

PERSYARATAN KOMPETENSI TIM.

Agar dapat mencapai tujuan Audit Kinena yang telah ditetapkan. pemilihan
personil vang akan ditugaskan dalam Tim Audit Kinerja menjadi salah satu
fakior yang cukup menentukan. Persyaratan kompetensi yang harus dimiliki
antara lain mempunyai latar belakang pendidikan formal yang cukup dan
mempunyal keahlian lainnya seperti kemampuan menganalisis, kemampuan
berkreativitas, kemampuan berkomunikast, baik dalam bentuk lisan maupun
tertulis serta kemampuan terhadap pernahaman atas suatu
pengelolaan/manajemen yang balk.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Audit Kinerja wajib mengikuti standar
audit yang telah diterapkan. Dalam pelaksanaan suatu audit kinena, APIP
dapat menggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal, APIP perlu
mempertimbangkan kualifikasi tenaga ahh tersebut seperti yang telah diatur
pada SAIPI, Standar Umum poin 10 sampai dengan 16 dengan persyaratan
minimal telah mengikuti Diklat/Bintek Audit Kinerja.

WAKTU AUDIT KINERJA
Audit Kinerja dilaksanakan sesuai dengan jumlah hari kerja vang telah
ditetapkan sesual dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT}.

BATASAN AUDIT KINERJA.
Audit Kinerja dibatasi pada penilaian capaian kinera suatu organisasi,
dengan sampel program pricritas atau kegiatan yang meliput: audit atas
aspek ekonornis, efisiensi. dan efektivitas (SE) pada organisasi perangkat
daerah di lingkungan Pememntah Kabupaten Indragin Hilir yang didana dart
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hiiir.



C. PERENCANAAN AUDIT KINERJA

Tujuan perencanaan Audit Kinena adalah mempersiapkan audit secara rinci
berdasarkan perencanaan pengawasan APIP, sehingga pelaksanaan audst beyalan
secara efisien dan efekul.

Tahapan perencanaan audit kinerja terdiri dari: persiapan penugasan.
penentuan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bismis, identifikasi dan
penilaian risiko utama serta desain pengendalian utama, penetapan indikator
kinerja. bobot dan penyusunan PKA rencana pengujian.

Pada tahapan ini Tim Audit Kinegja mengumpulkan informasi untuk
menentukan kebijakan awal mengenai lingkup audit, biaya. waktu, dan keahhan
yang diperlukan, tujuan audit, area audit yang perlu untuk direviu secara
mendalam. kriteria audit. dan jenis bukti dan prosedur pengujian vang akan
dilakukan. Tahapan dalam mengumpulkan informasi dapat dilakukan sebagai
bernkut :

1. PEMAHAMAN OBYEKR AUDIT DAN [DENTIFIKASI MASALAH
Pemahaman obyek audit dilakukan agar APIP memahanu kegiatan pokok,
tugas dan fungsi, isu dan permasalahan yang dihadapi, peraturan yang
terkalt dengan program pnoritas, anggaran yang diperoleh. informasi
mengenai penerapan lingkungan pengendalian yang menduicing
keberhasilan program serta data umum lainnya yang relevan. APIP dalam
pemahaman proses bisnis perlu mendalami dan mengidentifikasi seluruh
ungkatan pencapaian tujuan organisast baik dari operastonal dan tujuan
strategis,

Tujuan dan kegmatan pemahaman obyek audit dan pengidentifikasian
masalah adalah :

a. memperoleh data, informasi, serta jatar belakang auditan/
program/kegiatan dan fungs: pelayanan publik yang diaudit mengenai
hal-hal yang berhubungan dengan imput, proses, output, serta outcome,
dan

b. mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam auditan/
program /kematan yang akan diaudit,

Adapun hal-hal yang periu diakukan dalam pemahaman proses bisnis audit
yartu:

i} Identifikasi keselarasan antara program prioritas di RPJMD, RKPD.
dengan Renstra, RAT dan RKA masing-masing OPD yang terkait dengan
program priontas untuk mengantisipasi kemungkinan adanya_ revisi
RPIMD dani KepalaDaerah.
Catatan : Apabilatelah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa

dilanjutkan pada langkah berikutnya.
{Contoh Kertas Kerja Penyelarasan terdapat pada Lampiran 5)

Identifikasi dan evaluasi ketepatan [ndikator Kinerja Utama {IKU} di
RPIMD, apakasah indikator kinerja utama atas program priontas vang ada dl
RPJIMD telah cukup/iayak untuk digunakan dan dijadikan ukuran dalam
pencapaian program proritas sehingga diharapkan [KU yang ada dapat
menggambarkan pencapaian program priontas.
Catatan : Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa

dilanjutkan pada tangkah berikuinya.
(Contoh kertas kerja evaluasi ketepatan IKU terdapat pada Lampiran 6)



2)

3]

4)

Identifikasi program prioritas terkait dengan regulasi/pedoman,
Jukiak/juknis. kebyakan teknis dan SOP yang ada dan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan program prioritas.
ldentifikasi peilaksana program pricritas yaitu OPD Utama dan OPD
Pendukung termasuk peran, tusi dan proses bisnis dari OPD tersebut
sampal dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada unit-unit teknis terkait
beserta struktur organisasi.

ldentifikast dan analisits kondisi sistem pengendalian intern terka:t dengan
unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian. Analisis dilakukan untuk
memperoleh informasi awal apakah lingkungan pengendalian
kondusif/memadai untuk mendukung capaian program pricritas
Catatan Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa

dilanjutkan pada langkah berikutnya.
{Contoh kertas kerja kondisi lingkungan pengendalian ada di Lampiran 7}

Identifikasi area-area kritis mana saja yang menjadi proses bisnis dari
pelaksana program tersebut, pelajan informast hasil audit sebelumnya.
issuc/permasalahan atas program, kemudian area kritits tersebut
dikembangkan untuk dapat dijadikan Cniticail Success Factor (CSF).
Pada saat pemahaman proses bisnis auditi, APIP dapat menila) kelavakan
{reviu} indikator kinerja yang telah ada dengan memperhatikan standar
pelavanan minimal, tujuan strategis organisasi, best practice serta
pertiumbanganprofesional APIP.

(Contoh kertas kena reviu indikator terdapat pada Lampiran &)

PENENTUAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT KINERJA
Input vang diperlukan dalam kegiatan “Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit”
adaiah output dari kematan pemahaman auditan dan penmdentifikasian
masalah serta kegiatan pemahaman sistem pengendalan intern.

Langkah-langkah vang diperlukan dalam menentukan tujuan dan lingkup
audit sebagai berikut -

a. Menentukan tujuan audit
Dalam menentukan tujuan audit kinerja, APIP dapat memilih untuk
mengaudit keseluruhan aspek kinerja meltput: aspek ekonomis. efisiensi.
efektivitas {SE} dan kepatuhan (1 K}, atau secara bertahap mulai dari salah
satu aspek kinena (1E)], atau kombinasi dan dua aspek kinerja (2E)
disertai kepatuhan.

Menentukan lingkup audit
Langkah-langkah dalam penentuan lingkup audit adalah sebagai benkut:
lj Tentukan lingkup audit atas dasar informasi yang diperoleh pada

audit sebelumnya.
2) Lakukan perubahan dalam lingkup audit apabila informasi yang

diperoleh dalam pelaksanaan audit mengharuskan demikian.
3) Apabila terdapat perintah/arahan dalam menentukan lngkup audit

kinerja secara luas, lakukan pertimbangan profesional untuk
menncinya secara iebth khusus (spesifik}.

b.

Output dari kegiatan “Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit” adalah sebagat
benkut.
a.

b.

Tujuan audit:

Lingkup audit melputi: fokus audit, unit auditan, kegiatan/ program /
sasaran Stralegis yang mendukiung indikator kinerja utama (iKU) Pemda,
tahun yang diaudit, dan aspek kinerja yang diaudit.



3. PENENTUAN KRITERIA AUDIT KINERJA
Kriteria adalah standar-standar kinena yang logis dan bisa dicapai untuk
menuat aspek ekonomuis, efisiensi, dan efektivitas dari kegiatan yang
ditaksanakan oleh auditan.
Kriteria merepresentasikan praktik-praktik yang baik, yaitu suatu harapan
mengenal “apa yang seharusnya". Perbandingan knteria dengan kondisi
aktual akan menghasilkan temuan audit. Jika kondisi memenuhi alau
melebihi knterta, hal ini menpindikasikan bahwa auditan telah melaksanakan
praktik terbaik.

sebaliknya, jika kondisi tidak memenuhi kriteria, hal ini mengindikasikan
perlunva tindakan perbaikan. APIP perlu mengembangkan kritena yang
spesifik dengan memula dari pernyataan-pemyataan krntena yang bersifat
umum, kemudian dipennel menjadi permyataan yang lebth khusus atau
spesifik.
Kriteria diperlukan sebagai dasar pembanding apakah prakuk-praktuk vang
dilaksanakan telah mencapal standar kinerja yang seharusnya.
Input yang digunakan untuk menentukan kriteria antara lain sebagai
henkut:
a. Output dari kematan perencanaan sebelummnya. antara jain:

lj} Gambaran umum dari auditan/program/kegiatan yang diaudit yang
antara lain meliputi input, proses, output, dan outcome;

2) Hasil reviz peraturan perundang-undangan yang meliputi kewenangan.
maksud dan tujyuan, dan struktur organisasi; dan

3) iInformasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kineya auditan.
b. Kriteria yang dipereieh dar auditan terkait, antara lain memuat

pengendalian, standar, ukuran, has, target, dan kemitmen vang
ditetapkan oleh auditan tersebut.

¢c. Kntena yang diperoleh dari kinerja histons auditan.
d. Praktik terbaik (best practice) yang diperaleh dan kegiatan serupa yang

telah berhasil.
e. Standar yang ditetapkan oleh organisasi profesional dengan melalui proses

vang baku (due process) dan berterima umum. Artinya knrteria tersebut
merupakan hasil konsultasi dan telah diuji, schingga diterima oleh pihak-
pihak berwenang/berkepenhingan dan telah mencerminkan hasil
kesepakatan profesional.

fF. Indikator-indikator kinerja yang dirancang oleh auditan atau oleh
pemerintah, misainya indikator yang tercantum dalam RPJMD. Renstra,
RKA, atau Perjanjian Kinerja (Perkin) yang disepakat..
Informasi dan imu pengetahuan yang telah dibakukan.

h. kriteria yang digunakan dalam kegiatan audit serupa atau oleh Lembaga
Pengawasan di negara lain.

i. Standar kmtena dam organisas1 di dalam atau di luar negen vang
melaksanakan kegiatan atau program serupa.

). Hasil identifikasi atas tujuan aiau sasaran dari program/kegiatan auditan.
k. Hasd identifikasi tren kinera rata-rata atau optimal yang telah dicapar.
1 Literatur lainnya.

£.



Langkah-langkah vang harus ditempuh dalam menentukan kritena audit
dapat dirinei sebagai berikut :

1. Mengidentiikasi apakah auditan telah memiliki kmteria yang dapat
digunakan untuk mengukur’ kinerja program/ <kegiatan vang
dilaksanakan:

Mengujt apakah kritena yang dimiliki auditan relevan dengan tujuan
audit dan memenuhi karaktenstik knitena yang baik sebagai benkut.
a. Handal : apabila kriteria tersebut digunakan oleh

APIP lain untuk masalah yang sama, maka
kriteria tersebut harus bisa membenkan
simpulan yang sama.

2,

b. Obvektif . kriteria bebas dari bias baik dan sisi APIP
maupun auditan.

c. Bermanfaat : kriteria dapat menghasilkan temuan dan
simpulan audit yang memenuhi keinginan
para pengguna informasi.

d. Dapat dimengerti : kriteria ditetapkan secara jelas dan bebas
dan perbedaan interpretasi.

e. Dapat diperbandingkan : kriteria tersebut bersifat konsisten apabila
digunakan dalam audit kinerja atas
auditan atau kegiatan-kematan yang
serupa atau apabila digunakan dalam
audit kinerja sebelumnya atas auditan
yang sama.

f. Lengkap : kriteria yang lengkap mengacu kepada
pengpunaan seluruh Kritena yang
signifikan dalam menilai kinerja.

g. Dapat diterima : kriteria dapat diteruma oleh auditan yang
diaudit, lembaga legisiatif, media, dan
masyarakat umum. Semakin tnggi ungkat
“dapat ditenma”™ semakin efektif audit
kinerja yang dilaksanakan.

h. Relevan : kmteria dapat membenkan kKontribusi
dalam proses pelaksanaan audit terkait
dengan pembuatan simpulan yang sesual
dengan tujuan audit.

Mengembangkan kritena lain dengan persetujuan auditan jika auditan
tidak memiliki kriteria atau dart hasil pengujian, kntena yang ada
ternyata tidak relevan dengan tujuan audit dan belum memenuhi
karakteristik kiitena.

3.

Komunikasikan kntena yang akan dipakai kepada auditan sebelum andit
dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan bersama {APIP dan
manajemen auditan) mengenal dasar pengukuran kinena yang digunakan
dalam audit atas obyek yang diaudit. Hai ini dilakukan agar diperoich
kesepakatan untara auditan dengan APIP, sehingga nantinva tidak ada
penolakan terhadap hasil audit. Jika tidak tercapai kesepakatan antara
APIP dan auditan vang diaudit mengena: kriteria yang telah
dikembangkan, maka APIP harus melakukan analsis dan diskus: lebih
Janjui sampai diperoleh kriteria yang disepakati kedua belah pihak.

4.

Menerapkan kriteria yang telah ditetapkan dalam audit.5.

Output yang dihasilkan dan kematan “Menentukan Kritena Audit” adaJah
Standar yang akan dipunakan sebagai pembanding terhadap praktik yang
benatan meliputi :



1. Kelompok knteria (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas},;
Jenis kritena (mnetan kntena yang terdapat dalam masing-masing
kelompok);
Penjeilasan {deskripsi ningkas setiap jenis kmniteria):

Satuan pengukuran (misalkan kilometer/jam, orang/hari);
Sumber data (deskripsi tentang dari mana data diperoleh);
Sstandar ukuran kinerja {menjelaskan standar yang digunakan dan
artinya];

%. Tanggapan auditan (sepakat atau tidak sepakat}.

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT KINERJA
Program kerja audit bens] tuyuan audit dan prosedur yang harus dijJakukan
untuk mencapai tujuan audit. Input yang diperlukan daiam kepiatan
Penvusunan Program Kerja Audit terinci antara lain berupa Survei
Pendahuluan, Standar Audit Intern Pemenntah Indonesia (SAIPI). Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan (SOP), dan Arahan khusus dan pimpinan APIP
terkait audit terinci.

Ds dalam program audit tersebut dituangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Dasar Audit
APIP memasukkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi mandat
bagi APIP dalam melaksanakan audit.

b. Standar Audit
Diusi dengan standar audit vang akan digunakan dalam melaksanakan
audit. Standar yang digunakan yaitu Standar Audit Intern Pemerintah
Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asostasi Auditor Intern Pemenntan
Indonesia (AAIPI}.

¢. Orpamsasi/Program/Fungsi Pelayanan Publik yang Diaudit.
Diisi dengan auditan yang akan diaudit, pengertian auditan di sini dapat
berupa organisasi/program/fungsi pelayanan publik yang kinerjanya
akan diaudit.

d. Tahun Angearan vanp Diaudit
Bagian dan penjabaran lngkup audit yang akan memasukkan
penode/tahun angearan vang akan diaudit. Secara umum, periode vang
dipith adalah hanya untuk 1 (satu) periode tahun anggaran. Namun
demikian, dimungkinkan juga untuk pelaksanaan audit atas penode yang
lebih dan 1 f{satuj tahun jika pada audit atas keseluruhan pelaksanaan
program yang memakan wakty lebih dari 1 (satu) tahun.

e. Identitas dan Data Umum yang diaudit
Data umum dar organisasi/program/fungsi pelayanan publik yang akan
diaudit vang didapat selama proses pemahaman atas auditan.

.. Alasan Aucht
Dusi dengan alasan audit yang bisa berasal dari hasil analisis perolehan
data dan informasi awal yang akan diaudit.

g. Jenis Audit
Dusi dengan Audit Kinera.

h. Tujuan Audit
Tujuan audit merupakan tujuan umum yang didapat atau ditentukan
s¢lama péelaksanaan proses Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit.

2.
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i. Sasaran Audit
Tujyuan audit secara rinci yang menjabarkan apa yang telah ditentukan
dalam tujuan audit umum.

J. Metodologt Audit
Disi dengan metodologi atau cara serta pendekatan audit yang akan
ditempuh dalam menjalankan penugasan audit kineqa.

k. Kntena Audit
Dusi dengan kritena audit yang akan dipakai dalam audit.

1. Jenis dan Sumber Bukti serta Prosedur Audit
Dusi dengan jenis dan sumber bukti yang dibutuhkan untuk menjawab
tujuan audit. Prosedur audit yang dibuat bertujuan membenkan petunjuk
kepada para APIP berkaitan bukti-bukti audit yang dibutuhkan. Langkah
atau prosedur audit sebaiknya dibuat menurut sasaran audit yang telah
ditetapkan agar nantinya secara keseluruhan hasil audit dapat menjawab
atau Mencapai tujuan audit.

Serdasarkan program kerja audit terinci yang ditetapkan oleh pimpinan APIP.
ketua Tim Audit Kinerja membuat pembagian tugas dan anggota tim menyusun
program kena perorangan dan disampaikan kepada ketua tim untuk
mendapatkan persetujuan.



D. PELAKSANAAN AUDIT KINERJA

PROSES PELAKSANAAN AUDIT KINERJA
Proses Pelaksanaan audit kinerja, APIP akan melakukan pengujian untuk
mendapatkan bukti vang cukup, kompeten, dan relevan atas kondis! program
prioritas, sehingga APIP dapat :

a} Meniiai dan menvimpulkan kinernja dari program prioritas tersebut darn

aspek ketaatan dan aspek 3E;
b) Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab-penyebab tidak oplimainya

kinerja atas program prioritas;
c) Menyusun simpulan apakah tujuan-tujuan audit tercapai atau tidak;
d) Membenkan saran untuk mengurangi dampak permasalahan. perbaikan

kinerja, perbaikan pengeloiaan risiko, pengendalian dan Governance Risk
Control

Dalam pedoman audit kinerja ini, APIP mengumpulkan dan menguji atas
buku-buku yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek 36,
serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan model /metodolog
yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Hasil kinerja_ tersebut
kemudian dudentifikasi dan dianahsis capaiannya atas area/indikator kinera
kegiatan yang capaian kinernanya tidak optimal atau indikator capaian
kinenjanva masih di bawah batas predikat “berhasil” dari target yang telah
ditetapkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah tersebut
akan dyadikan area of tnprovement yang perlu diidentifikasi penyebab halaki
dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko dan pengendalian.
terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada pada
audit.

TEKNIK AUDIT, BUKT] AUDIT DAN TEKNIK SAMPEL
Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan dan
mendapatkan
buktu-buku yang relevan, kompeten dan cukup, dengan menggunakan teknik
audit
dan teknik sampel. Schingga, APIP diharapkan memperoleh bukti yang
materia] dan relevan serta sampel yang representatve. Hal tersebut dilakukan
agar pekerjaan APIP menjadi profesional dimana hasil audit mempunyail dasar
yang kuat dalam penyvusunan temuan dan simpulan hasil audit,
Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP saat melakukan pengumpulan
dan pengujian bukti juga periu memperhatikan luasnya besaran pengujian
yang akan dilakukan. Besaran luasnya pengujian tersebut tidak perlu
dilakukan audit secara keselurukan melainkan dapat dilakukan sampel
sesuai dengan tingkat keyakinan yang diharapkan melalui teknik pemiuihan
sampel, Agar pemibhan sampel dapat benar representative maka dapat
mengegunakan contoh rumus/tabel statistik yang biasa digunakan dalam
menentukan jumiah sampel antara lain:
1} Rumus Slovin

n= N/Nidj2 + 1

n = sampel: N = populasi; d = nila: presisi 95% atau sig. = 0,05.
Contoh: APIP akan mengujt kelengkapan berkas permohonan dalam
jayanan administrasi kependudukan sejumiah 125 berkas. Atas hal
tersebut APIP tidak akan menguyi secara keseluruhan melainkan
menggunakan sampel dengan pertimbangan profesionalnva dengan
mengegunakan rumus slovin dan tungkat kesalahan yang dikehendak
adalah 5%, maka jumlah sampel yang akan dilakukan pengujian oleh APIP
adalah : N= 125 / 125 (0,05)2 + 1 = 95,23, dibulatkan 95.

2| Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael
APIP selain menggunakan rumus siovin dalam menentukan sampel vang
representative juga dapat menggunakan tabel Isaac dan Michael. Di mana
dalam table tersebut telah tersedia tingkat kesalahan sebesar 1%, 5% dan

2.



10%. Dengan tabei im, APIP dapat secara langsung menentukan besaran
sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang
dikehendaki.

3: dumlah sampling minirnal
APIP saat melakukan audit/pengawasan yang ruang lingkupnya tidak
terlalu besar, maka dapat menggunakan jumlah sampling minimal seperu
vang disebutkan Roscoe dalam Sugiyono (2010: 131) mengatakan bahwa
ukuran sampel yang lavak dalam penelitian adalah antara 30 sampai
dengan 500. Bila populasi kurang dari 30, seyogyanya diambil
keseluruhan.

. PENGUJIAN ASPEK KETAATAN, ASPEK KINERJA {3E} DAN CAPAIAN HASIL
RINERJA
Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan dan
mendapatkan bukti atas hasil pengujian sampel yang terpilin atas aspek
ketaatan dan aspek 3E.
Selain itu. APIP juga melakukan penilaian dan penyimpulan capaian kinerja
berdasarkan indikator kinerja dan model/metodologi yang telah disepakati
pada tahap perencanaan. Penilaian dan penyimpulan kinerja juga didasarkan
atas kontnbusi dar) masing-masing aktor/OPD pelaksana program prioritas.
APIP dalam meiakukan pengujian atas aspek ketaatan yaitu APIP dapat
memberikan kevakinan memadai bahwa area, proses, sistem yang diaudit
atas program prioritas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
kebyakan, prosedur yang berlaku dan peraturan terkait. serta
kriteria/ketentuan yang beriaku lainnya.
Selanjutnya yaltu pengujian terkait aspek 3E yang dilakukan oleh APIP,
seperti contoh aspek ekonomis dan efisien, APIP dapat menguji bagaimana
perolehan input mengenai barang dan jasa maupun perolehan input kegiatan
yang mendukung program prioritas. APIP juga perlu melihat perolehan input
tersebut dengan hasil output untuk melihat aspek efisien, apakah auditi telah
memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya secara hemat
dan efisien serta mengidentifikasi penyebab timbulnya ketidakhematan dan
ketidakefisienan.
Sedangkan untuk pengukuran dan penilaian aspek efektivitas, APIP dapat
menilal apakah capaian hasil program atau menfaat yang diperolen sesuai
dengan yang ditetapkan dan meniiai sejauh mana kegiatan auditi dalam
peluksanaan program yang bersangkutan mencapai tujuan.
Setelah itu, APIP dapat melakukan penilaian capaian kinerja masing- masing
indikator kinerja kegiatan yang mendukung program prioritas berdasarkan
hasil pengujian atas aspek ketaatan dan aspek 3E tersebut. Hasil capaian
kinerja indikator kinerja kegiatan tersebut yang tidak tercapai/tidak optimal
kemudian didentifikasi dan dianalisis penyebab tidak tercapai capaian
kinerja atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat
“berhasil” dan target yang telah ditetapkan. Atas indikator kinerja yang
capaiannya masih di bawah tersebut akan dijadikan area of improvement vang
perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan kinerja,
pengelolaan mstko dan pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan
pengendalian utama vang ada pada auditi.
Adapun pada saat audit kinega dilaksanakan ternyata prograrn tersebut
masih berjalan dan belum memiliki sasaran antara, maka penila:an 3E dan
pengukuran kineya hanya melhat pada aspek ekonomis dan efisiensinya saja
tanpa perlu melihat efektivitas dari program tersebut. Namun. jika telah
memmiliki sasaran antara, maka dapat dilihat efektivitasnya.

3.

PENGUJIAN RISIKO UTAMA ATAS AREA IKK YANG TIDAK OPTIMAL CAPALAN
KINERJANYA
APIP dalam mengdentifikasi dan menganalisis penyebab tidak tercapainva
capaian kinerna dikaitkan dengan identifikasi dan penetapan risika utarna
serta efektivitas pengendalian yang dilakukan oleh manajemen. Penvebab
capaian kinena yang tudak tercapai/tidak optimal dianalisis nsiko
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utama/nsiko stratepis (tingg) dan sangat tinggi) terutama yang telah
ditetapkan oleh auditi/manajemen. APIP perlu menilai dan menganalisis
apakah proses identifikas: dan penetapan risike yang dilakukan oleh
auditi/manajemen telah memadai atau tidak, APIP perlu melakukan
pengujian apakah msiko utama telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi
secara tepat oleh manajfemen.
Apabiia ditemukan adanva penetapan risiko utama yang tidak tepat atau
ditemukannya risiko utama yang belum teridentifikasi oieh manajemen pada
Saat proses penyusunan risiko, maka msike yang tidak tepat atau risiko
utama yang tidak teridentifikasi tersebut dapat dyadikan temuan bagi APIP
dalam rangka saran perbaikan pengelolaan risiko atas program tersebut.
Benkut adalah beberapa langkah dalam melakukan pengujian dan penilaian
Tisiko yaitu:
a| Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daaerah

sampai dengan tujuan area pengawasan (RPJMD-Renstra-RKPD-Renja)
b) Dapatkan kebijakan manajemen msiko yang berlaku pada Pemerintah

Daerah,
¢c} Dapatkan dokumen register risiko terbaru yang telah diupdate dan telah di

tandatangami pimpinan OPD serta dokumien terkait lainnya
d} Lakukan pengujian dan penilaian atas penetapan konteks, baik tingkat

strategis Pemda, ungkat stratesis OPD maupun tingkat operasiona]l O)PP.
termasuk menguji keselarasan penetapan risiko, apakah risiko-risiko vang
ditetapkan telah mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Pemenntah
Daerah (RPJMDRenstra OPD).

e} Lakukan pengujian apakah penetapan probabilitas dan dampak, serta
penetapan selera nsiko telah sesuai dengan ketijakan MR Pemda:

f} Lakukan pengujian dan penilaian atas tahapan identifikasi risiko, mula:
dan prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami
proses bisnis dan msikonya, apakah msiko telah diidentifikasi mula dan
menganalists tujuan, identifikasi kegiatan/program untuk mencapai
tujuan, identifikasi mstko pada setiap kegiatan/program yang dapat
menghambat pencapalan tujyuan.Apakah penetapan risiko operasional.
rsika strategis dan risiko entitas Pemerintah Daerah terkait pregram
tersebut telah tepat. apakah masih ada msiko utama (tingg: dan sangat
tinggi) yang belum diidentifikasi oleh manajemen;

g) Lakukan pengujian atas proses analisis risiko, berkaitan dengan pemberian
nilat probabiitas dan dampak, apakah telah melibatkan proses yang
objektif melalui workshop/FGD/lainnya dengan melibatkan pihak-pihak
Vang tepat (memaharni proses bisnis dan risika}

hj) Lakukan penilian atas evaluasi risiko, termasuk penvusunan profil nsiko
dan pemetaannya sesum dengan kebyakan manajemen risiko yang
ditetapkan;

1) Pastikan seluruh risiko signifikan organisasi telah diidentifikasi. dianalisis
dan dievaluasi dengan baik oleh manajemen.
Setelah jangkah kerja sebagaimana frincian di atas dilaksanakan,
selanjuinya perlu di dokumentasikan dalam kertas kerja.

PENGUJIAN EFERKTIVITAS PENGENDALIAN UTAMA ATAS AREA IKK YANG
TIDAK OPTIMAL CAPAIAN KINERJANYA.
APIP selanjutnya melakukan penguyan atas efektrnitas pengendalian atas
msike utama tersebut. Berdasarkan standar audit. dinyatakan bahwa APIP
perlu memaham!: rancangan sistem pengendalian intern dan menguli
penerapannya/efektivitas dari pengendalian intern auditi/manajemen.
Penguyjian efektivitas pengendahan utama vaitu dengan mehhat ketepatan
desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta
membandingkan desain pengendahan dengan implementasinya. Tujuan
pengujian efektivitas pengendalian adalah untuk membenkan keyakinan
bahwa pengendalian atas nsiko utama telah mampu menurinkan risiko
Sampai ungkat yang dapat diterima (beradadalam area selera risiko).
APIP menilai/menganalisis apakah desain pengendalian yang dibuat dan



diiakukan manajemen telah tepat/sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan manajemen terkait atas pengendalian msiko utama (tingg: dan
sangat unggi}.
Pada saat APIP menguji ketepatan desain ada kemungkinan terdapat tiga
kondisi yang ditemui olehAPIP yaitu:

aj hondisi pertama, kemungkinan APIP menemui kondisi rancangan
pengendahan yang berlebihan, artinya pengendalian yang dirancang
auditi terlalu ketat sehingga terdapat pengendalian yang sebenamya
tidak perlu. Meskipun padakenyataannya risiko berhasu ditekan sampai
level yang dapat diterima, namun pengendalian yang berlebihan hanya
akan menambah biaya bagi organisasi.

b) Kondisi kedua, terdapat kemungkinan rancangan pengendalian yang
kurang, artinya pengendahan yang ada belum mampu menurunkan
risiko sampai ievelyang dapat ditenma. Untuk kondisi ini, APiIP dapat
merekomendasikanpengendalian tambahan yang perlu dilakukan oleh
auditi sehingga mampu menurunkan nsiko sampai level yang dapat
diterima. Selain itu, terdapatkemungkinan bahwa auditi sesual dengan
kewenangannya,tidak memungkinkan untuk menurunkan msiko sampai
level yang dapat diterima.

c| Kondisi ketiga adalah ketika APIP menila: bahwa rancangan pengendalian
telah memadai {tidak berlehthan dan tidak kurang), sehingga
rekomendasi yang dibenkan adalah untuk memantau nsiko secara
periodik. Untuk dapat menyimpulkan pengendalian telah memadai, APIP
perlu memaharmi proses bismis yang saat mi sedang berjalan seria
memperurmbangkan data/database keterjadian msiko. Jika risiko masth
sening terjadi, menunjukkan bahwa pengendalian yang ada belum
efektil.

Secara lebih rinci, langkah kerja penguyian rancangan/desain pengendalian
sebaga: berikut:
1) Dapatkan dokumen register risiko terakhir unit kerja yang telah divalidasi

pimpinan OPD untuk melihat tujuan dan penyataan nsiko terkait program.
2) [dentifikasi rancangan pengendalian utama atas risiko utama pada area IKK

dengan capazan kinerja yang tidak tercapai/tidak optimal.
3) Dapatkan kebyakan tertulis atas pengendalian utama dan lakukan

identifikasi atribut pengendalian utama (4W1Hj, atas risiko utama pada
area IKK dengan kinena tidak tercapai/tidak optimal. Yang dimaksud
dengan atnmbut pengendalian adalah komponen-komponen dalam
pengendalian tersebut mampu menjawab pertanyaan 4W1H (apa. siapa,
kapan, mengapa dan bagaimana pengendalian atas risiko},
contoh: dalam pelaporan hasil audit seyogyanya telah melalui reviu
benenjang fapproving), dengan atribut pengendalian yaitu (1) apa yang di
reviu, (2) siapa yang melakukan reviu, (3} kapan perlu dilakukan revin, (4}
mengapa perlu dilakukan reviu dan {5) bagaimana cara melakukan reviu.

4) Lakukan reviu ketepatan rencana tindak pengendalian dengan menganalisis
atribut pengendahan apakah telah dirancang sesuai dengan tujuan risiko
ataS program tersebut sehingga dapat menurunkan rnisiko ke level yang
dapat diterima, berupa penurunan probabilitas dan dampak, termasuk
menganalisis akar penyebab dan kebutuhan pengendalian tambahan.

Untuk mempenelas dan mempermudah pemahaman desain pengendahan
dapat digambarkan dalam suatu formulir (form) pengendalian. Teknik
penguyian ketepatan desain pengendalian dapat berupa wawancara ke pegawai
kunci vaitu: pegawar yang memaharm proses bisnis dan risika terkat
substansi form pengendalian tersebut, penelitian dan analisis deokumen serta
prosedur terkait. Apabila dan hasil pengujian desain/rancangan pengendalan
dinvatakan tidak efektif/tidak tepat maka APIP dapat memberikan saran

penguatan desain pengendalian seperti perbaikan substansi fon
pengendahan dalam rangka pencapatan hasil kinerja program.
SMangutnva. APIP melakukan penguyan kesesuaian implermentasi
pengendalian desain pengendalian atas risiko-risiko utama pada area [KK



dengan capaian kinerjatidak tercapai/tidak optimal. Dalam hal in. APIP dapat
meiakukan penguin inplementasi pengendalian tersebut bersamaan dengan
peneuplan ketepatan rancangan/desain pengendalian.
Jika hasil penguyian ketepatan rancangan pengendalian menunjukkan bahwa
pengendalian belum efektif/belum tepat, maka tetap dilakukan pengujian
impiementasi untuk mengetahui komitmen manajemen dalam impiementasi
rencana pengendalian.
Pengujian implementasi rancangan pengendalian, dapat dilakukan dengan
menggunakan beberapa teknik sebagai bernkut:
1) Observasi/ inspeks:©

2)

3}

a| APIP memperolch. mengumpulkan dan menganalisis dokumen /formulir
bukti- bukti implementasi pengendalian serta melakukan reviu
kesesuaian dengan SOP/rancangan pengendaliannya

nid

h| APIP dapat melakukan observasi/inspeksi terutama atas pelaksanaan
pengendalian yang sifatnva berkala, seperti perhitungan fisik persediaan
dan rekonsiliasi realisas: belanja. APIP melihat secara cermat
pelaksanaan suaiu kematan secara langsung dan menyeluruh. Hal ini
dilakukan untuk meyakin: bahwa pengendahan telah dilaksanakan
seSuai dengan rancangannya.

Apabila terdapat perbedaan antara rancangan dengan pelaksanaan
penpendalian, APIP diharapkan dapat mengidentifkasi penyebab perbedaan
dan menila) dampaknya. Dalam melaksanakan observasi/inspeks:. APIP
perlu berhati-hati terhadap adanya kemungkinan bahwa pegawai akan
bekerja lebih baik apabila mereka mengetahul bahwa mereka sedang
diobservasi.

Wawancara dan/atau diskusi terfasilitasi dengan pegawai kunci.

Wawancara dengan pimpinan dan pelaksana pengendalian§ dapat
memberikan bukti awal mengenai efektivitas rancangan dan implementasi
pengendalian pada suatu organisasi. Wawancara ini mempunyal dua
tujuan, yaitu. mendapatkan informasi atas pemahaman pimpman dan
pelaksana pengendalian mengenai rancangan pengendalian [apa yang
scharusnya]; dan mengidentifikasi temuan antara praktik yang ada (apa
yang teradi] dengan prosedur yang seharusnya. Sebagai alternatif dari
wawancara, APIP dapat mengundang beberapa pimpinandan pegawa} kunci
Vang memahami proses bisnis dan risiko untuk melakukan diskusi yang
terfasilitasi untuk menilai rancangan atau implementasi pengendahan
Intern. Diskusi terfasilitasi mempunyal tujuan yang sama dengan
wawancara, tetapi ada beberapa keuntungan apabila menggunakan diskusi
terfasilitasi, yaitu antara lain:
a) Dengan hadirnya pimpinan dan pelaksana pengendahan, APIP akan

mendapat gambaran atas seluruh proses (end-to-end) pengendalian
organisasi

b] Meningkatkan komunikasi dan pemahaman mengenal prosedur,
pengendalian terkait dan tanggung jawab pimpinan dan pelaksana
pengendahan dalam pencapalan tujuan program.

Pelaksanaan ulang suatu kegiatan (reperformance}

Apabila langkah pengujian yang telah dilakukan dirasa belum dapat
memberikan keyakinan yang memadat bahwa suatu pengendalian telah
dyalankan sesuat rancangannya, maka dapat dilakukan reperformance atas
pengendalian tersebut.

Seperti contoh, APIP melaksanakan ulang reviu atas kertas kena untuk
memastikan bahwa semua aspek yang seharusnya direviu dan teiah direviu
serta memastikan kebenaran angka-angka dan perhitungan dalam kertas
kerja. Jenis pengendalian yang dapat dilakukan reperformance cukup
beragam, misainya: reviu atasan langsung, pengecekan kelengkapan



dokumen, venfikasi angka, pembandingan suatu data dengan data lainnva.
dan rekonsiliasi.

leh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknik pengujian implementasi
pengendalian dupat berupa wawancara dengan pegawal kunci dan
pimpinan organisasi, pengamatan atas prosedur/SOP dengan implementasi
di lapangan, reviu dokumen bukti implementasi pengendalian dan
melakukan penilaian apakah yang tertulis di SOP telah dilakukan dengan
cara yang tepat, oleh orang yang tepat dan terdokumentasi dengan baik,
serta reperformance atas pengendalian intern yang ada. Atas hasil pengujian
efektivitas pengendalian utama tersebut diharapkan APIP dapat memberikan
satan perbaikan efektivitas pengendalian.

ni
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Selanjutnya proses pengujian efektritas pengendalian utama perlu di
dokumentasikan dalam kertas kerja.

PENYUSUNAN TEMUAN DAN SIMPULAN HASIL AUDIT
Dalam pelaksanaan proses audit kinerja berbasis nsiko, ditemukan

adanva kondisi yang tidak sesuai dengan kritena sccara signifikan. maka
APIP dapat menyusun dan mengembangkan temuan serta menvimpuikan
hasil audit disertai dengan rekomendast. APIP perlu mencan penyebabnya
serta menpungkap akibat adanya perbedaan antara kondisi dengan knileria.

APIP dalam menyusun temuan berdasarkan bukti-bukti yang ada atas
hasi] pengujian yang dilakukan. Hasil pengujian tersebut juga digunakan
APIP dalam membuat kesimpuian atas kinena program pnoritas berdasarkan
kriena indikator kinerja yang telah disepakaii di tahap perencanaan yang
terkait atas aspek ketaatan dan aspek 3E. Jika terjadi perbedaan antara
kondisi dengan kntena, APIP dapat menganalisis apa yang menjadi
penyebabnya, analisis meliputt faktor penyebab yang memucu/membuat
capaian hasil kinena tidak tercapai seperti keidaktepatan identifikasi risiko
utama oleh manajemen, ketidaktepatan desain pengendahan, dan
ketidakefektifan mmplementasi pengendalian.

Kemudian masing-masing faktor penyebab tersebut dudentifikasi,
dirumuskan solusi dan diberikan saran pemecahan masalahnva
jrekomendasi) terkait atas kondisi dan kriteria yang terjadi. Rekomendasi
yang diberikan diharapkan dapat mengurangi) dampak masalah.
meningkatkan proyeksi capaian kinerja, memperbaiki kelemahan pengelolaan
nsiko dan pengendahan yang ada serta dapat mengurangi tingkat rsiko
orgarusasi sehingga outcome dari audit kinerja dapat tercapai. Has:l simpulan
stmentara disampaikan kepada pimpinan auditi sekaligus klarifikast untuk
Menjaci perhatian, memperoleh tanggapan dan rencana perbaikan ke
depannya.

Adapun contoh dalam penyusunan simpulan sebagai berikut:
* Jtka kinerja tidak tercapai atau masih perlu dioptimalkan (berdasarkan
hasu
audit kinerja) dan desain serta implementasi pengendalian atas mnarko
utama
pada area IKK yang belum efektif. maka pencapaian kinerja sampai dengan
akhir penode berpotensi untuk gagal/tidak tercapa:
* Jika kinerja tercapai atau telah optimal (berdasarkan hasil audit kinerja},
Namun desain serta implementasi pengendalian risike utara belum efekuf
pada area IKK yang mendukung program priontas, maka pencapaian
kinerja sampai dengan akhir periode berpotensi untuk terhambat.
Dalam penugasan audit, apabila terdapat suatu permasalahan yang
disebabkan oleh kelemahan aturan, kebyakan, ketentuan yang menjadi
kriteria, maka APIP dapat memberikan saran kepada manajemen untuk
melakukan telaahan/kajian atas kritena tersebut sebagai bahan masukan
dalam mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan kebijakan di
masa mendatang.

6.



PENDOKUMENTASIAN AUDIT KINERJA
Sesual dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar

3330, AAIPI), APIP diwajibkan mendokumentasikan informasi audit intern
daiam bentuk kertas kerja audit. Dokumentasi disimpan secara tertib dan
sistematis serta berkailan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
audit sehingga dapat mendukung simpulan, fakta dan rekomendasi APIP.

Pendokumentasian kertas kerja audit perlu rinci mencakup sasaran.
sumber dan simpulan yang dibuat oleh APIP sehingga dapat terlihat
hubungan antara fakta dengan simpulan pada laporan hasil audit kmerja
APIP. Setiap dokumentasi kertas kerja perlu direview secara berjenjang guna
memastikan bahiwa kertas kerja telah disusun dan memuat informasi hasil
pelaksanaan Program Kena Audit (PKA) serta memastikan bahwa
pelaksanaan audit dan simpulan APIP telah sesuai dengan standar audit.

Meskipun kertas kerja berisikan informasi mengenai auditi, hak
kepemilikan atas kertas kerja audit berada pada instansi APIP. Pemanfaatan
kertas kerja audit oleh instansi APIP wajib mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi
profes:.

7.
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E. KOMUNIKASI HASIL AUDIT.

Komunikasi hasil audit kinerja meliputi penyusunan konsep Laporan Hasil Audit
(LHA) termasuk penyusunan rekomendasi dan simpulan audit, perolehan
tanggapan resmi atas rekomendasi dan simpulan, dan penyusunan serta
penyampaian LHA.

1. PENYUSUNAN KONSEP LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA.

Laporan hasil audit intern harus mencakup hal-hal di bawah ini:
1. Permyataan bahwa Audit dilakukan sesuai dengan Standar Audit

APIP dalam menjalankan tugas auditnya diwajpbkan untuk menmkuti
standar audit yang ada. Standar Audit yang digunakan oleh APIP adalah
Standar Auditor [ntern Pemenntah Indonesia yang diterbitkan oieh Asosiasi
Auditor Intern Pemenntah Indonesia (AAIPI).
Tujuan, Lingkup, dan Metodologi Audit
Suatu laporan hasil audit harus memuat tujuan, lingkup, dan metodologi
audit. APIP harus menjelaskan alasan mengapa suatu auditan diaudit, apa
vang diharapkan atau dicapai dari pelaksanaan audit, apa yang diaudit,
dan bagaimana cara audit dilakukan.
Hasil audit berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi.
a) Temuan Audit Temuan audit merupakan ‘potret’ kenyataan vang

ditemukan APIP dalam melaksanakan suatu audit kineya.
b| Simpuian Hasil Audit Simpulan hasil audit harus dapat menjawab

tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Penarikan simpulan
dapat dilakukan dengan metode kuantitatif ataupun kualitauf.

c} Rekomendas: APIP harus menyampaikan rekomendasi kepada auditan
untuk memperbaiki kineja atas bidang yang bermasalah guna
meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan auditan yang diaudit.
Suatu) rekomendasi akan bersifat sangat konstruktif/membangun
apablia:
~ diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan:- berorientas: pada indakan nyata dan spesifik;- ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk

bertindak, dan- dapat dilaksanakan.

3.

4. Tanggapan pejabat vang bertanggung iawab atas hasil audit
APIP harus mendapatkan tanggapan tertulis dan resmi atas temuan.
simpulan, dan rekomendasi audit dar pejabat berwenang auditan vang
diaudit. Dalam mermenuhi persvaratan kualitas komunikasi vaitu adil.
lengkap, dan obyektif. audit semaksimal mungkin mengupayakan adanya
reviu dan tanggapan dari auditan sehingega diperoleh suatu laporan yang
tidak hanya mengemukakan fakta dan pendapat auditor saja, melainkan
memuat pula pendapat dan rencana yang dilakukan oleh auditan.

2. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA.

1. Sistematika LHA
Laparan Hasil Audit (LHA) disusun dalam bentuk BAB, dengan sistematika
sebagal benkut :

BAB] : PENDAHULUAN
DASAR PENUGASAN

B. TUJUAN AUDIT
C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
D. METODOLOGI AUDIT KINERJA
E. PENILAIAN KINERJA
F. GAMBARAN UMUM PROGRAM PRIORITAS
G. PERIODE DAN WAKTU PELAKSANAAN

A.



BAB II : HASIL AUDIT KINERJA
A. MENGUMPULKAN DAN MENGUJE BUKTI

TERKAIT ASPEK KETAATAN, ASPEK 3E DAN
MENILAI SERTA MENGANALISIS CAPAIAN
KINERJA

B. IDENTIFIKASI PENYEBAB TIDAK OPTIMALNYA
CAPALAN KINERJA DENGAN IDENTIFIKASI DAN
ANALISI RISIKO UTAMA DAN EFEKTIPITAS
PENGENDALIAN

BAB III : SIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT

10.

11.

A. SIMPULAN
1. KEUANGAN
2. PENILAIAN INDIKATOR UTAMA KINERJA

B. REKOMENDASI

LHA diketik datam kertas HVS ukuran Quarto {A4) menggunakan jenis huruf
Bookman Old Style ukuran Ll spasi 1;
LHA ditandatangani oleh Inspektur Daeraj, ditujukan pada Bupat. dengan
tembusan :

1} Crabermmur Riau Cq. Inspektur Provinsi Riau;
2) Wakil Bupati:
3) khepala Perangkat Daerah yang diaudit;
4) Arsip.
LHA disampaikan kepada Bupati Indragiri Hilir paling lambat 7 [tujuh) han
sejak diterbitkan;:
LHA merupakan dokumen rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kecuali
atas izin tertulis dari Bupan;
Perangkat Daerah yang diaudit wajib menindaklanjuti LHA sesuai dengan
rekomendasi paling jlambat 30 (tiga puluh) han kena sejak ditenmanyva LHA:
Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi LHA
dikenakan sanks! sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
Inspektur Daerah melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas
pelaksanaan tindak lanjut hasil Audit Kinerja;
Guna kelancaran pelaksanaan pemantauan dan pemutahiran atas
pelaksanaan tndak janjut hasil Audit Kinega dibentuk Tim Pemantauan dan
Pemutahiran Tindak Lanjut (TP2TL) yang ditetapkan dengan Keputusan
Inspektur Daerah:
Hasil pemantauan dan pemutahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil
Audit Kinerja dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan
t{Rakorwas): dan
Hasil Rakorwas disusun dan dilaporkan kepada Inspektur Daerah dalam
bentuk laporan hasil koordinasi pengawasan yang berisi status penyelesalan
tindak janjut rekomendasi hasil audit.

k2.

4.

5.
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Fr, PENUTUP.

Hal-hai vang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Audit Kinena antara lain :

1. bahwa Audit Kinerja diarahkan untuk apakah suatu fungsi/program/
kKegiatan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat vang pada
akhimya mampu memberi kontribusi bagi peningkatan aspek kinerja meliputi
aspek efektif, efisien. ekonomis (3E) di organisasi perangkat daerah, sehingga
APIP harus dapat menjalankan fungs: Quality Assurance atau penjamin mutu,
dan Consulting Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi
Early Warning System atauu sebagai peringatan dint sebelum dilakukan
pemenksaan oleh eksternal: dan
meskipun Audit Kinerja bersifat pencegahan namun bukan berarti APIP
mengabaikan adanya tindakan kectrrangan (fraud) pengelolaan
program/kegiatan pada perangkat daerah yang diaudit, sehingea dalam
melaksanakan tugasnya APIP harus mampu melakukan penilaian kepatuhan
terhadap peraluran perundang-undangan dalam arti sejauhmana
program/kegatan tersebut telah membenkan manfaat kepada masyarakat.

a



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Lamptran 1

Formulir KMA.09

No PKA

PROGRAM KERJA AUDIT
Nama Objek Penugasan

Kegiatan/Penugasan

Dinas XXX
Audit Kinerja atas Program xxx

Loki
Periode yang di Audit 20xx

Nomor Kartu Penugasan
KP

20XX
Tgl

Dilak Waktu (Hari)
Nsana a

Ne. Jenis Keguatan Ket8 kan
| Rencana Realisasi KKA |

Olen
1]

Audit Kinerja atas Program XXX pada Dinas XXX Kab/Kota......... Tahun 20x

Pendahuluan
|

Audit kineja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan
fungs! instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek

;
ekonomi efisiensi. dan audit aspek efektifitas (3E)

Tujuan Audit

1. Mena kineria Pemerintan Daerah
—
terkait

pelayanan kepada masyarakat pada
Urusanv/Bidang XXX dan Pengaduan Pelayanan
khususnya terkait dengan Dukungan Program

Hl

VI

RAR,
2. Memberkan saran untuk perbaikan kinena pada

Dinas ARM Kab/Kota terhadap
pengelolaan/pelaksanaan Program XXX.

Sasaran Audit
|

Sasaran Audit Kinerja terhadap Program XXX

Ruang Lingkup Audit

Ruang Lingkup Audit meliput selurun aktivitas kegiatan
Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program
KAM

Masa yang diaudit.

“Periode Audit adalah 1 Januari 20XX sampai dengan 31
Desember 20XX.

Langkah-iangkah Kerja:

PERSIAPAN AUDIT

Tuvan Untuk mempenoieh infommasi awal/fgembaran
umunm kondis: auditan

Iv

Vv

A



Pelajan Pedoman Teknis/Petuniuk Pelaksanaan Auit

'
Kabupaten/Kota

_Kinera, Peraturan tentang Program Kegiatan/Auditan
| terkait, Laporan Hasil Audit Periode Sebelumnya

|

terhadap auditan tersebut.

2. | Oapatkan
|

‘Informas! umum (profl auditan, anggaran. capaian
|

kinerja dan infoarmasi tambahan lainnya}
_. -

1 Struktur Organisasi, t

2.
~

DPA-SKPD Tahun 20XX.
|

|

3 Realisasi Anggaran/SPJ Fungsional per 31

| Desember 20XX,
/4 informast capaian atas kegiatan terpilih per 31

—_ Desember20AX,
&§. SOP/Pedoman/Juknis atas Kegiatan tempilin:

Informasi bagian yang diserahi tanggungiawab
atas pengelolaan Program/Kegiatan

7 SPJ atas Program/Kegiatan terpilih per 3 |
Desember 204% ,

8. Dokumen Kontrak danadendum (apabila
program/kegiatan adaiah infrastruktur
dikontrakkan), HPS Laporan Kemajuan Fisik
{Progres Fisik). Terrin Pernbayaran, dan RAB.

| Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Inhd per 31

Desember 204%.
16. Peraturan Kepala Daerah tentang Standarisasi

Harga dan Upah (SHU) yang beraku untuk
Tahun Anggaran 20x.

41. Bukt-oukt transaks) atas realiasi anggaran
pada kegiatan yang Giuji petik

1 42. ASB Pemda untuk Tahun Anggaran 20XX.
Apahila tidak tersedia, identifikasi

_. | penyedabnya;
| —

|

13. Renja Tahun 20XX. RenstraTahun 20XxX-|
|

20XX%. RKA-SKPD Tahun 2018, RKPD Tahun
2OXX_ RPJMD Tahun 204X-20XX.

x) Anatsa informasi umum dan buat kesimpulan

4
|

a Berkan kues:oner kepada Unit SPI atau
:

Pejabat benwenang lainnya |

b Lakukan peniaian melalui kertas kerja matnks
SPI dan buat simpulan

|

me Hasil Peniaian Risiko
7

5 Siapkan konsep kertas kena, format laporan hasil audit, |

dan formuht kendall mutu audit.
|

)

8
|

PELAKSANAAN AUDIT
|

_—_—_——+
1 Lakukan pembicaraan awal dengan pimpinan Dinas |

AXX Kabupaten/‘Kota mengenar maksud dan tuyuan
| penugasan. ruang lingkup penugasan. dan pihak yang
| akan menindaklaqut hasil audit kineria.

2 |Sampaikan surat pemyataan independensi dan

_obyektivitas auditor kepada pimpinan Dinas XAX

1g



Penilaian Aspek Kebijakan (Komtmen Perencanaan dan
Penganggaran} - 20%

|

Tujuan

Memastikan Pemkab telah menuangkan dan
menetapkan target Program/ Kegiatan, dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran.

Langkah Kerja

a Telaah dokumen perencanaan dan
penganggaran {RPJMD, RKPD, Renstra, Renja,
DPA-SKPD), apakah sudah mencantumkan
target Program/ Kegiatanyang terpilihKiarifikas: hasi telaah dokumen dengan pihak
Dinas XXX Kabupaten/Kota yang berkompeten.
Buat simpuian hasil audit.

Peniaian Aspek Kebjakan (Regulasi Tata Kelola) - 10%
Tayuan

Memastikan bahwa Dinas XXX Kabupaten/Kota
telah menetapkan dan menerapkan kebijakan
lerkait dengan Tata Kelola Prograrm/Kegiatan.

|
Langkah Kerja

a Mintakan Peraturan/Surat Keputusan Kepala
Daerah atau Kepala Dinas XXX Kabupaten/Kota
yang mengatur kebyakan terkait pengelolaan
Program/ Kegiatan Jika belum ada, identifikasi
penyebabnys

Telaah apakah mekanisme terkait pengelolaan
Programy Kegiatan terpith sudah cukup memadai
untuk mendukung pengeiclaan Program
Kegiatan. antara lain mencakup
- Pengujan atas kebijakan Penetapan bagian
Penanggungjawab: Lakukan wawancara dengan
prhak yang bertanggungjawab atas
program/kegiatan terkait Tupokst, wewenang dan
tanggungjawab, dan sejauhmana keterlibatannya
alas capaian program/kegiatan,

- Pengujian atas mekarisme pengeiolaan
Program/ Kegiatan: analisa dokumen terkait
mekanisme prosedu/SOP atas pelaksanaan
programy’ kegiatan Lakukan pembuktian melalui
pengamatan langsung atau permintaan dokumen
pendukung/ output terhadap sebanyak 3/5/7
langkah kena yang diuj! petik sebagaimana
tertuang dalam dokumen mekanisme/
prosedurffSOP Lakukan klanfikasi atas hasii
pengujian. Apabila terdapat tangkah kerja yang
tidak didukung bukt dokumen/ hasil pengamatan,
identifikas: penyebabnya

- Pengujan atas pelaporan dan monitoring
pelaksanaan: analisa doxumen terkait
mekanisme/ prosedur/ SOP atas pelaporan can
monitoring pelaksanaan program/ kegiatan.
Lakukan pembuktan melalui parmintaan
dokumen hast pelaporgn dan monitoring,
lanjutkan dengan revi dokumen tersebut apakah
infarmas: yang tersaji telah Sesual dengan tujuan
pelaksanaan program/ kegiatean. Lakukan
Klanfikas: atas hasil pengupan.

3,
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Lakukan penguyan apakah kebijakan fersebut
telah «diterapkan. Jika bellum, identifikasi
penyebabnya, Selanjutnya. buat simpujan hasil
audit

Penilatan Aspek Pelaksanaan (Efektivitas) - 40%
Tuyuan

Memastikan bahwa
a Target output keguatan tercapai 100% (skor:
10%)
b Terdapat output kegiatan yang termanfaatkan
(skor 20%)
Target capaian outcome kegiatan telah tercapai

{skor 10%)
|

Langkah Kera

Tentukan kegiatan yang akan diuji petik.

Identifikasi target output kegiatan,

Dapatkan data realisasi capaian output kegiatan.
Data realisasi capaian output kKegiatan adalah
data yang akurat, setelah melalui cengujian yang
mencakup:

- Reviu dan analisa dokumen bukti pendukung
atas capalan/ progres pelaksanaan kegiatan.
Lakukan klarifkas: kepada pihak yang
herkompeten atas hasil reviu dckumen tersebut.

- Lakukan pengujan fisik atas kegiatan yang
culputinya bderupa infrastruktur. Lakukan
perhitungan’ pengukuran kuantitas dan kualitas
fisik infrastruktur Bandingkan hasil pengukuran
fisik dengan dokumen’ laporan progres final
infrastruktur Lakukan klarifikasi kepada pihak
yang berkompeten atas hasi! pengujian fisik
Aika terdapat outout kequatan yang tidak tercapai,
identfikasi penyebabnya

Fitung propersi pencapaian output kegiatan. (Jika
kegiatan yang diujt petik tebth dan satu kegiatan,
Atung fata-rata caparan output kegiatan).
Jika capaian output tidak maksimai, identifikasi
penyebabnya.

Dapatkan data reahsas: pemarfaatan atas oulput
kegiatan Jika terdapat output keqiatan yang tidak
dimantaatkan, identifikas: penyebabnya.

TAO

Dapatkan data outcome kegiatan. Lakukan
analisis apakah rumusan outcome telah
memenuhi kritera outcome yang baik (SMART),
Jika belum. identifikas: oufcome yang tepat dan
bahas dengan pejabat pemda yang kompeten
dan memahami permasaiahan.

‘Dapat data realisasi capaian outcome. Hitung
propors! Capaian outcome kegiatan

Atas capaian outcome yang belim maksimal,
identifikas: penyebabnya Buat simpuian hasil
audit

n
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Peniiaian Aspek Pelaksanaan (Exonomis) - 15%

Tuvan

a Memastkan bahwa tidak terdapat realisasi
belanja kegiatan yang melebin! Standarisasi
Harga dan Upah {SHU} - skor 10%

Memastikan bahwa Standarisasi Harga dan Upah
(SHU) telah lengkap mengatur seluruh Selanja
kegiatan - skor: 5%

Langkah Kena

a Bandingkan data-data realisasi belanja pada
kegiatan yang diuji petk dengan Standarisasi
Harga dan Upah (SHU) yang berlaku. _
Identifikasi realisasi belanja barang/asa kegiatan

|

yang melebihi Stancarsasi Harga dan Upah
(SHU) Jika ada, identifikasi penyebabnya
Hitung proparst realisasi belanjs barang/jasa
kegiatan yang metebihi Standarisas! Harga dan
Upan (SHU) terhadap keseluruhan realisas:
belayja kegiatan. Seianjutnya. tetapkan nila
capalian atas kesesuaian reatsasi belanja
kegiatan dengan Standansas: Harga dan Upah
(SHU)
>ebagal fanjutan atas program kena audit di atas.
identiikas! realisasi Delanja barang/jasa kegiatan
yang tidak tercantum datam Standarisasi Harga
dan Upan (SHU) Identifikasi penyebab
kendaklengkapan Standarisas) Harga dan Upah

f

Reviu kelengkapan dokumen pendukung realisasi
belanja barang/jasa Analisa keakuratan dokumen
pendukung. Rekap pajak yang senarusnya
dipungut dan disetorkan (apabila
diperlukan) Lakukan klarifikas! kepada pihak yang

(SHU) atas barang/asa yang dibelanjakan.

Hitung mila realsasi belanja barang/jasa yang
tidak tersedia Standansas: Harga dan Upah
(SHU}-nya dan hitung prapors: nilai realisasi
belanja barang/lasa yang tidak tersedia
standarisas! Harga dan Upah (SHU}nya
terhadap keseluruhan nilai realisasi beianja
barangjasa.

g Buat simpulan hasil audit

a
| Tuan
Penilaian Aspek Pelaksanaan (Efisiensi) - 15%

Memastikan bahwa pemda telah memiliki Analisa
Standar Biaya (ASB) dan ASB telah mencakup
seturuh komponen biaya kegiatan - skor: 10%

a

-Langkah Kena

Memastkan bahwa realsasi beianja tidak
melebihi Analisa Standar Biaya (ASB)/Analisa
Harga Satuan Pekeraan (AHSP) - 5%

Lakukan analisis apakah Analisa Standar Biaya
(ASB) telah fengkap mencakup seluruh
Komponen belanja kegiatan yang telah diuji petik.
Hitung proporsi kelengkapan Anatisa Standar
Biaya (ASB}.
Jika belum iengkap, identifikasi penyebabnya

6
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“b Lakukan anaiisis kesesuaian realisasi belanja
kéegiatan dengan Analisa Standar Biaya {ASB}
Pemda tersebut Identifikas: realisasi belana
yang melebihi ASB Jika terdapat realisasi belanja
yang meebihi ASB, identifikas: penyebabnya.

jc Klarifikasi atas permasalahan yang ditemukan
dengan pejabat pada Dinas XXX Kab/Kota XXX
permasatahan. Buat simpulan hasil audit.

PENYELESAIAN AUDIT/KOMUNIKASI HASIL
AUDIT/PELAPORAN

c
_—

Langkah Kerja
1 ‘'Dokumentasikan masing - masing prosedur

pelaksanaan audit dalam KKA dan Lengkap: KKA.
2

|

Lakukan Pembahasan Intern Tim
Lakukan Pembahasan Hasil Audit Kinerja (Naskah Hasil

|

Pemenksaan} daiam Exit Meeting dengan Auditan
4 ' Susun Konsep Laporan dan Finalisasi Laporan Hasil

|

Audit Kinerja

BOK QORX
Cireviu Oleh : Disusun oleh.
Pengendali Teknis, Ketua Tim

NIP. NIP.

20xx

Menyetujui :

Inspektur Daerah Kab/Kota

re

NIP



Lamptran 2

hertas hena Untuk Memiai keselarasan Amara Program Promtas di RPJMQ, RAPD. dengan Renstre dan RAT

Masing-Masing OPD

Nama Persennlah Daerah :

RIMD RES.) RPEMD Jahon 8d.

Vis: RP.IMD

Misi RPIMD

Tutuan Strategis
Indikator Tujuan Strategis
Sasaran Straicgs
Indikalor Sasaran Sbrategis

Taree! Tahunan Pencapaan §O
m

m
o

O
m

RAPD Tahun

Program Prortas Terkait Aud

Indikator Program Promtas

kegiatan
indikator Keatan

A
B.

D.

RENSTR4 NPD

A. Program
B. Indikator Program
C. Kemaian
D. indixator hegatan
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Lampiran 2

KERTAS KERJA EVALUAS] KETEPATAN IKU

A Nama Pemda
B RPJMD Tahun
Cc Tahun Anggaran

Keterangan:
A. Dust Nama Pemda
B. Dus. Tahun RPJMD
C. Busi Tahun Anggaran Berkenaan
(1} Dist Nomor Unut
(2) Dusi Sasaran Strategis
(3) Dust Uraian IKU
(4) Dusi Ya atau Tidak
(5) Dusi Ya atau Tidak
(>) Diisi Ya atau Tidak
(7) Jika terhadap IKU ada yang tidak memenuhi atribut, maka disarankan

untuk IKU Pengganti

No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja tama

Uraian (KK Specific Measureable Relevant Simpulan

(1) (2} (3} (4) (5) (6) (7}
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KERTAS KERJA EVALUASE KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Nema Pemerintah Daerah
Tahun Femlazan

A

a

Kelerangan:
A.
5
(1)
i?)

3
14)
54

Dust Nama Pemeriniah Deerah
fast Nema Penilaian
Dusikan Nomeor Urut
Pxivtkan kondisi lingkungan pengendalan yang kurang memadai per sub Unaur Lingkungan
Penvendaliun
Dust Rencana Tindak Perbaikan terhadap kelemahan lingkungan pengendalian
Chist name PD penanggungjawab rancana ondak perbaikan
Onset targel waktu penvelesaian.

Rencana Tindak
No Kandist

tangkungan
Fengendalian Yang Perbaikan Penanggun yeeurang Lingkungan zg aku

Memadai Pengendatien Jawab Penyelesalan

(th {2i (3} i4i [Fa

|. Penegakan Integmtas dan Nilai Etika
1. Iekermbil dan masing-masing sub-sub unsur

pSPIP
z.
3.

fl. Koemitmen Terhadap khompetersi
1. tiamnbil dan masing-masing sub-sub unsur

(SP 1Fy

2

3

Ul Kepemimpinan Yang Kondusil
1. dan masing-masing sub-sub unsur

LAPP
2

3,

1... Pembentukan Struktur Oreanisas: Yang Sesuai Dengan Kebutuhan
j diambil dan Tasing-Mmasing sub-sub ynsur

EShIP]
2, 4

4.

Yo Pendeiezasian Wewenang dan Tanegung Jawab Yang Tepat
1. diambi dan masing-masing sub-sub unsur

5

a

¥1. Penvusunan dan Penerepan Kebiakan Serta Prakuk Yang Sehat Mengenai Pembinaan SOM

i. diambil dan masing-masing sub-sub unsur
iaPiPy

2

3

VIL. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Elekul
i. diambil dan masinp-imesing sub-aub unsur

Z.

3.

WI Hutingan Kena Yang Bark Dengan Instang: Pemernniah Terkast

1. diambii dan mastng-muasing sub-sub wnsur
sr]ee

2.
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PEMERINTAH KABUPATEN NDRAGIRI ILIR
INSPEKTORAT DAERAH

JALAN DIPONEGORO NO. 745 TELP. (0768) 22909 - FAX 22140
TEMBIAHAN 29212

wo

BERITA ACARA EXIT CONFERENCE
HASIL AUDIT KINERJA TA

Program

ANTARA TIM INSPEKTORAT DAERAH KAB/KOTA DENGAN KEPALA ORGANISAS!

PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA (Penanggung Jawab Program}

Pada han int . tanggal ...........bulan...... 20xx, bertempat di Kantor
{OP| Kab/ Kota......di telah diiakukan pembahasan hasil audit kanena
atas Prograrn...... antara Tim Audit Inspektorat Daerah Provinsi/Kab/Kota
berdasarkan surat tugas [nspektur Daerah Provinsi/Kab/Kota Nomor: SPT-
wofe. tanggal ...... bulan ....20ix dengan Kepala Organisas: Perangkat Daerah
Provinsi/Kah/ Kota {Penanggung Jawab Program} dengan hasil
pembahasan sebagai benkut :

1. Tim Audi Inspekterat Daerah Kab/Kota telah menyampaikan Notis: Hasil Audit
kKinéra atas Program tangeal , bulan... 20xx sebagaimana terlampir dan
membenkanpenjelasan seperiunya kepada Kepaia Organisasi Perangkat Daerah
hab: Kota...... sebagai penangeung jawab program dan staf atas maten
permasalahan yang termuat dalam notisi dimaksud.

Kr ta

2. Terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan dijelaskan oieh Tim Audit
Inspektorat Daerah Kab/ Kota beserta dokumen/data pendukung vang merupakan
bagian dari kertas kerja Tim, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (penangguneg
jawab program)...... menvatakan: sependapat/tidak sependapat terhadap seluruh
mater] temuan dan simpulan sebagaimana tertuang dalam jampuiran.

Demiantah Risalah Pembahasan Hasll Audit Kinerja atas Program
ini dibuat dengan sebenamya. Kemudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim
Audit Inspektorat Dacrah Kab/Kota dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Kab/Kota sebagai penanggung jawab program pada han tanggal
bulan... 2Oxx serta tempat sebagaimana tersebut diatas.



Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Kab/kota....sebagai Penanggung Jawab Pengendali

Program 1. Tekmis

NIP NIP

2. Ketua Tim

NIP

3. Angpgota Tim

NIP
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LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM

PRIORITAS

KABUPATEN/KOTA.....cceccccscccceseeeeeeevere

TAHUN

NOMOR: LAP-

TANGGAL-:

PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA

TAHUN



PEMERINTAH KABUPATEN INDAGIRI HILIR
INSPEKTORAT DAERAH

JALAN DIPONEGORO NO. 746 TELP. (0768) 22909 - FAX 22140
TEMBILAHAN 29212

Nomor : /INSP-LHA/XX/20xm 2Oxx
Lampiran . berkas
Hal Laporan Hasil Audit Kinerja Atas Program

Prioritas pada Pemenntah
Kabupaten /Kota Tahun 20xx

¥th. Bupati
di

Kami telah melakukan Audit Kinerja Atas Program Prioritas pada
Pemerintah Kabupaten/Kota.... Tahun 20XX. Audit dilaksanakan sesual dengan
Standar Audit yang dikeluarkan Dewan Pengurus Nasional Asosias: APIP Intern
Pemerintah Indonesia |AAIPI) dan kami yakin bahwa audit tersebut dapat
memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan kinena yang dicapail.
membenkan saran perbaikan yang diperlukan untuk memperbailn pencapaian
kineyja dan perbaikkan pengejolaan msiko, proses pengendalian intern serta tata
kelola atas program prioritasXXXX.

Hasil audit disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai benkut:

BAGIAN SATU > PENDAHULUAN

BAGIAN KEDUA : HASIL AUDIT KINERJA

BAGIAN KETIGA : SIMPULAN DAN REKOMENDASI



BAB 1 PENDAHULAN

. Dasar PenugasanA.

Audit kinerja atas program pmoritas ......... Tahun dilakukan lintas
sektoral/lintas OPI yaitu pada OPD sebagai koordinator utama Dan
OPD............ sebagai koordinator pendukung.............. sesual dengan Sural
Perintah Tugas inspektur Dacrah Kabupaten/Kota Nomor......... Tanggal

. Tujyuan Audit

Tyuan audit kinerja atas program prioritas ..... Tahun......
adalah

T;

B.

. Tujuan dan Ruang Lingkup
Tujyuan Audit Kinerja adalah untuk memberikan nilai tambah dan
masukan/saran untuk mengurangi darnpak permasalahan, perbaikan kinera
dan perbaikan GRC terkait dengan aspek ketaatan terhadap ketentuan yang
berlaku dan aspek ekonomis., efisiensi, dan efektivitas (3E) dalam pencapaian
sasaran strategisPemda

Ruang lingkup dan Audit kinerja program prioritas xxx tahun .... mencakup:
Program .........di OPD xx pada Kegiatan xxx

Program di OPD xx pada Kegiatan xxx

. Metodolog Audit Kinena
Audit kmena atas program prioritas dilaksanakan dengan metodoljogi IPMS

D.

Teknik Audit yang digunakan adalah reviu dokumen, wawancara, observasi
dll Dalam pernlihan sampel, teknik sampel yang kami gunakan adalah xxx
dengan tingkatkevakinan xxx

. Penilaian KinerjaE.

Hasil Penilaian atas keberhasilan program prioritas dapat dikateporikan
sebagai bertkut:

Contoh pradasi penilaian kinenja program

Skor Kategon
85 = skor = Berhasil

100
70 « skor < 85 Cukup

Berhasi
50 = skor < 70 Kurang

Berhasil
0<« skor « 50 Tidak Berhasil



F. Gambaran Umum Program priontas
Nama Program Priomtas:

Tijuan Program Priocritas:

OPD: OPD A (Koordinator Utama}

OPD B (Koordinator Pendukung}

Program: Program A... pada Kematan A di OPD A

Program 4 pada Kegiatan B di OPD B

G. Periode dan Waktu Pelaksanaan
Audit kinerja yang dilaksanakan pada program pnontas xxx tahun

Waktu pelaksanaan Audit Kinerja adalah xxx s.d xxx



BAB II

Hasil Audit Kinena

A. Mengumpulkan dan menguji bukti terkait aspek ketaatan, aspek 3E danmenilai
serta menganalisis capaian kinena

Capaian Kineya Tahun 2619

Hasil audit kinena Program Tahun Anggaran 2019 pada Dinas
memperaleh skor 83.84% dart nilai maksimum i100 yang mencermninkan
program .... telah dilaksanakan dengan predikat “Cukup Berhasii”.

Simpulan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kaneyga aktual terhadap
aktivitas utama pelaksanaan Program (Core Activities) yang ditetapkan.

Pencapatan nial Kinecrja Program Tahun Anggaran 2019 berdasarkan aktivitas
utamadigambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 : Pencapaian Kinerja Per Aktivitas Utama dan Indikator Kinerja Utama

Dar tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian nilai indikator utama
kinenja secara agregrat sebesar 83,84% mencerminkan pelaksanaan Program ...
Tahun Anggaran 20XX pada umumnya cukup berhasil dilaksanakan atau
diselenggarakansesual ketentuan yang telah ditetapkan.

Simpulan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja aktual terhadap
capaian Indikator Utara Kinena (Key Performance Indicators-KP/]) yang
ditetapkan, sebagai berikut:

Capaian Kinerna Tahun 2020

Hasil audit kinerja Program Per Semester | Tahun Anggaran 20XX%
pada Dinas....mempereleh skor.% dari nilai maksimum 100

~~ yang
mencerminkan

program telah dilaksanakan dengan predikat “Berhasil”.

]

Bobat CapaianNo Uraian Relatif Kinerja
Skor Agregat

A | Aktivitas Utama:
_

“|
|
Ekonomis 44.00 81.98 36.07.

||

My

2 | Efisien 47.00 84.37 39.65
_ yy

3 | Efekuf 9.00 90.24 8.12

Tota! Skor 100.6 83.84 83.84
0 a



B. Identifikasi penyebab tidak optimalnya capaian kinena
dengan identiikast dan analisis nsiko utama dan efektivitas
pengendalian

Capaian kinenja Program..... Tahun Anggaran 20XX sebesar 83.84%,
menunjukkan terdapat fakor-faktor penentu keberhasilan vang belum
dilaksanakan secara optimal yang dipengaruhi oleh penerapan sistem
pengendalian interm yang belum memadai. Gambaran penerapan
sistem pengendalian inter yang tidak optimal untuk masing- masing
indikator kinerja, sebagai berikut:

1} Belum optimalnya lkanena efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
program yang hanya mencapai 82,64%, disebabkan hal-hal sebagai
benkut:
a} Tahap Perencanaan

Belum optimainya kinerja ketepatan sasaran - meningkatkan
kemampuan pelaksanaan yang hanya mencapai 84.08%
disebabkan oleh:

a

(1) Kelemahan Lingkungan Pengendalian Belum sesuai aturan
yang berlaku

(2) Kelemahan Penilaian Risiko

Dinas Provinsi terlambat mejiakukan
pengadaan jasa Tenaga Ahli dan Fasilitator Masyarakat dari
target nasional] yang telahditetapkan yaitu paling lambat :

- Analisis alas kendala/hambatan dalam pelaksanaan
pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang tinggi, belum
dilakukan.

{3} Kelermahan Aktivitas Pengendalian
Pengendahan Dinas dalar: pembentukan BKAD
masin lemah, yvaitu adanya anggota BKAD yang tidak sesuai
dengan kriteria yang ditentukan.

(4) Kelemakan Informasi dan Komunikasi
Media untuk pengaduan masyarakat, baik di Tingkat
Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten belum tersedia.

(5) Kelemahan Pemantauan Berkelanjutan
Betum efektifinya mekanisme/kebiiakan pemantauan terkait
dengan ........

b) Tahap Pelaksanaan
(1) Belaum optimainya Kinerja Ketepatan Sasaran - pembanpunan

infrastruktur vang hanya mencapai 62,37%, disebabkan aleh
Kelalaian Ketua Badan Keyasama Antar Desa (BKAD) dalam
melakukan pengadaan material dan lemahnya pengendalian
mutu pelaksaan pekernjaan oleh Fasilitator Masyarakat dan
PPK.

{2) Belurm optimalnya Kinerja Ketepatan Sasaran -
pendayagunaan sumber daya dan tenaga kerja lokal vang
hanya mencapai 86,67%, disebabkan oleh kesulitan BKAD
memperoieh matenal di tokasi setempat karena tidak sesual
dengan spesifikasi yang ditentukan.

(3) Behum optimalnya Kinerja Ketepatan Jumlah-
pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sesuai
ketentuan yang hanya mencapai 98,97%, disebabkan aleh
Kelemahan pengedalian PPK dalam membuat Perjanjian Kerja



dengan jumlah orang peserta tanpa metmpertumbangkan
jJumlah undangan.

(4) Belum optimainya kinerja ketepatan kualitas- pembangunan
infrastruktur yang dilakukan belum dapat bermanfaat atau
membenkan dampak yang signiikan bagi masyarakat sekitar.
hal tersebut dikarenakan

(5) Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu - pelaksanaan
pengadaan jasa

yang hanya mencapar 50,00% disebabkan
oleh Dinas

Provinsi terlambat melakukan
pengadaan jasa Tenaga Ahh dan Fasilitator Masyarakat dari
target nasional yang telah ditetapkan yaitu paling lambat

{6) Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu - penyaluran dana
dan pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan
pedoman/juknis/juklak yang hanya mencapai 73.86%
disebabkan oleh masih adanya beberapa BKAD yang belum
memasukkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Tahap Ii,

schingga pencairan dana Tahap II teriambat.
(7) Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu - penyelesaian

pembangunan Infrastruktur yang hanya mencapal 81.80%
disebabkan oleh infrastruktur yang dibangun {Jembaian
Gantung} di Kecamatan mempunyai
tingkal kesulitan yang tinggi, schinga membutuhkan waktu
yang lebih lama dan jenis pekerjaan fisik lainnya.

2) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan Pelaksanaan
Program yang hanya mencapai 90,18%, disebabkan oleh hal-hal
se¢bagal berikut:
¢) Tahap Pelaporan

{1} Betum optimainya Kinerja Ketepatan Pelaporan mekanisme
penanganan pengaduan yang efektiif yang hanya mencapai
50,00%, disebabkan oleh media pengaduan masvarakal tidak
tersecia, sechingga mekanisme penanganan pun tidak berjaian.

(2} Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan pelaksanaan
Monitonng dan evaliasi kecamatan vang hanya mencapai
92,32%, disebabkan oleh Fasilitator Masyarakat (FM) kurang
efektif dalam mendampingi BKAD membuat laporan hanan
pekerjaan setiap han,

Capaian kinena Semester | Tahun Anggaran 20XX Tahap
Perencanaan

sebesar 88.98%, menunjukkan telah berhasil, namun masih terdapat
faktor-faktor penentu keberhasilan yang belum dijaksanakan secara
optimal yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern yang belum
memadai.

Gambaran penerapar sistem pengendalian intern yang tidak optimal
untuk masing- masing indikator kinena, sebagai benkut:

Belum optimalnya kinena ketepatan sasaran - meningkatkan
kemampuan pelaksanaan dengan capaian 86,36% disebabkan oleh:

1) Kelemahan Lingkungan Pengendalian



Penetapan unsur-unsur BKAD dalam Musyarawah Antar Desa
beum sesuas kritena dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Badan Kenasama Antar Desa.

2) Kelemahan Penilaian Risiko
Penilatan risiko terhadap kendala/hambatan yang mungkin
dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan belum dituangkan dalam
dokumen perencanaan berupa dokumen profil kawasan.

3) Kelemahan Aktivitas Pengendalian

Pengendalian Dinas dalam pembentukan BKAD masih
lemah, yaatu masih terdapat anggota BKAD udak sesuai dengan
kntena vang telah ditentukan.

BAB Il

Simpulan dan Rekomendasi Hasil Audit

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Audit terhadap Pelaksanaan Program Tahun
Angearan 20XX per 3] Desember 20XX jpost) dan Semester | Tahun
Anggaran 20X% fcurrent), diperoleh simpulan sebagai beriku?:

1. Keuangan
Alokasi dana pada Tahun Anggaran 20X% per 31 Desember
ZOXX (Posh

adalah Rp OG dengan realisasi dana sebesar Rp........ an
dan Semester! Tahun Anggaran 20XX per 30 Juni 20XX fcurrent} adalah
Rp............, dengan realisasi dana sebesar Rp atau “py.

Realisasi penverapan anggaran per 30 Juni 20KX (current)
sebesar ‘“o, hal tersebut disebabkan adanya perubahan
slruktur organisas! benipa

2. Penilaian Indikator Utama Kinerja
a. Tingkat keberhasilan Program. ...... Tahun Anggaran 20XX tercermin
dari perolehanskor agregat Indikator Utama Kinerja (KPI) sebesar
83,84 dan skor maksimum 100,dan kurang dan ambang batas
keberhasiian yang ditetapkan sebesar 85,00. Indikator keberhasilan
Program ...... Tahun Anggaran 20XX, adalah sebagai berikut:

1} Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Program.......Telah berhasil dilaksanakan sesuai ketentuan yang
berlaku

2) Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas Pelaksanaan Program
a) Capaian nilai indikator ekonomis, efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan program 82,64% atau memperoleh skor sebesar
72,72 dart bobot kinerja sebesar 88,00. Hal ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan Program Tahun
Anggaran 20XX Cukup Serhasil direncanakan dan dilaksanakan
dengan efektfdan efisien sesual kritena yang telah ditetapkan.

b) Capaian mila) incdikator keberhasilan Program semester [

Tahun Anggaran 2OXX Tahap Perencanaan program 88.38%
atau memperoleh skor sebesar 38,89 dari bobot kinerja sebesar



44,00. Hal ini menunjukkan pelaksanaan Program Semester |

Tahun Anggaran 20XX berhasii direncanakan oleh secara efektif
dan efisien sesual kriteria yang ditetapkan.

B. Rekomendasi
Terhadap permasalahan yang dijumpai dalam audit kami

rekomendasikan kepada ...... apar:
1

2

paikan, untuk dapat melakukan tangkah-langkah
iperlukan.

kerjasama yang baik, kami ucapktan terima kasih.

Inspektur Daerah kab/kKota ...

BUPATI INDRAGIRI HILIR,
ttd

H. MUHAMMAD WARDAN


